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BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI [INDRAGIRI HILIR
NOMOR (@ TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 21 TAHUN
2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran angparan yang
tidak menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan
terlebin dahulu ditetapkan dalam Perkada perubahan
penjabaran APBD dan pada kondisi tertentu, pergeseran
anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat
dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan
Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan
DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi
mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di
tingkat nasional atau daerah. Jika pergeseran tersebut
diakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/
perubahan anggaran ditampung dalam Perda perubahan
APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah
perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi
Anggaran;

b. tbahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, keperluan mendesak meliputi
kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar
Masyarakat yang anpgearannya belum tersedia dalam
tahun anggaran beralan, belanja daerah yang bersifat
mengikat dan belanja yang bersifat wajib, pengeluaran
daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat
peraturan perundang-undangan dan/atau pengeluaran
daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
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kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah 

dan/atau masyarakat; 

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negen

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tcntang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2025, dalam hal penganggaran

OAK Fisik dan OAK Non Fisik tidak sesuai dengan

petun3uk leknis OAK, at.au tidak sesuai dengan penetapan

dokumen RK yang telah dibahas antara SKPD dan

mendapat persetujuan K/ L, at.au tidak sesuai dengan

basil pemetaan dan pemutakhiran kJasifikasi, kodefikasi,

nomenklatur berdasarkan petunjuk teknis penggunaan

OAK, serta dalam hal alokasi pendapatan DBH lainnya­

DBH Sawit berdasarkan undang-undang mengena1 APBN

atau peraturan presiden mengenai rincian alokast DBH

lainnya-DBH Sawit at.au berdasarkan infonnas1 resmi

alokasi DBH lainnya-DBH Sawit yang dipubltkas1kan

melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 termasuk

kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya

dan/atau penggunaan sisa alokasi DBH lamnya-DBH

Sawit tahun sebelumnya dan pendapatan daerah yang

bersumber dari pendapatan bantuan keuangan bersifat

khusus diterima setelah Perda mengenai APBD TA 2025

ditetapkan, pemerintah daerah menyesua1kan

penganggaran dimaksud dengan melakukan perubahan

Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan

diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya

ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA

2025 at.au ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah

yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025;

d. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan

Nomor 453 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian

Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan

Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operas1onal

Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Dan SubJenis

Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dan

Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik

Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjen1s Bantuan

Operasional Penyuluh pertanian Tahun Anggaran 2025,

Pemerintah Kabupaten lndragiri HiJir mendapatkan

Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Bantuan

Operasional Penyuluh Pertanian;

e. bahwa berdasarkan Keputusan Gubemur Riau Nomor

Kpts 52/ 1 /2025 tentang Penetapan Alokasi Bantuan

Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah

Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Provins1 R1au Tahun

Anggaran 2025, Pernerintah Kabupaten lndragiri Hilir

mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan;
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Mengingat 1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada hurufa, huruf b, hurufc, huruf ddan hurufe perlu
menetapkan Peraturan Bupati Indragim Hilir tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 21
Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

f.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 _~ tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I} Indragiri Hilir Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956,
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 53587) sebagaimana
telah diubah beberapa kah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomar
41, Tambahan lembaran Negara Republik [ndonesia Nomeor
684 1);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerntahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Peraturan Pemenntah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Nepara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik [Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah {Lembaran Negara
Repubiik indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Normor 4576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 5155};
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
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Menetapkan

10.

ll.

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157};
Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara
Repubhk Indonesia Tahun 2024 Nomor 648):
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Indragin Hilir Tahun 2024 Nomor 7);
Peraturan Bupati Indragin’ Hilir Nomor 21 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anpgaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Indragin Hilir Tahun 2023 Nomor 21);

8.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI
HILIR NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasai I

Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran
Angegaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita
Daerah Kabupaten [ndragiri Hilir Tahun 2024 Nomor 21) diubah sebagai
berikut:
I. Ketentuan Lampiran [ Ringkasan Penjabaran APBD Yang Dikiasifikasi

Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan
Pemhiayaan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang
menipakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok. Jenis,
Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan diubah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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3.

Ketentuan Lampiran Hf Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Hibah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati in1.
Ketentuan Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus diubah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Ketentuan Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran bejlanja bagi hasil diubah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati int.

Pasal IT

Peraturan Bupati ini muiai berlaku pada tanggal drundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten [ndragin
Halir.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tangegal28 Febroact aINDRAGIRI HILIR,

Ah HERMAN

Diundangkan di Tembilahan
Pada tanggal 26 Peewer! 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
ABUPATEN INDRAGIRI HILIR,2K

TANTAWI JAUHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2025 NOMOR 42




